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ABSTRAK 
 

Nama : Rahmat E. Siregar 
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik 
Judul : Pengaruh Pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap 
Penetapan dan Penyampaian Perda APBD 

 
Tesis ini membahas pengaruh pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2005 terhadap 
penetapan dan penyampaian Perda APBD mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menganalisis data sekunder berupa 
tanggal penetapan dan penyampaian Perda APBD. Hasil penelitian menyarankan bahwa 
diperlukan kajian lebih lanjut mengenai batas waktu penetapan dan penyampaian Perda 
APBD untuk meningkatkan kedisiplinan pemerintah daerah dalam hal tersebut; kerja 
sama antarinstansi pemerintah perlu ditingkatkan dalam hal evaluasi rancangan Perda 
APBD; kasus-kasus mengenai penetapan Perda APBD tahun 2009 yang sudah ada perlu 
diteliti lebih lanjut sebagai rekomendasi bagi proses penetapan Perda APBD daerah lain 
di masa mendatang. 
 
Kata kunci : PP Nomor 56 Tahun 2005, keuangan daerah, APBD 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Name : Rahmat E. Siregar 
Study Program : Planning and Public Policy 
Title : The Impact of Government Regulation Number 56 Year 

2005 about The Regional Financial Information System 
on The Establishment and Submission of Local 
Government Budget 

 
This study discusses the impact of Government Regulation Number 56 Year 2005 on the 
establishment and submission of local government budget from year 2007 to 2009. This 
study use descriptive methode to analyze secondary data from the approval and 
submission date of local government budget. The results suggest that further study is 
needed regarding the deadlines of local government budget approval and submission date 
to increase local governments discipline; cooperation of government agencies need to be 
improved in terms of local government budget evaluation draft; the existing cases of the 
establishment of local government budget year 2009 should be investigated as 
recommendations for further establishment process of local governmet budget. 
 
Keywords : Government Regulation Number 56 Year 2005, regional financial, local 

government  budget  
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